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ABSTRAK 
ANDI WIRA NURRAMADANI, B121 13 325, PELAKSANAAN 
PELAYANAN PUBLIK DI PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT(PUSKESMAS) KASSI-KASSI. Dibawah bimbingan 
Aminuddin Ilmar sebagai pembimbing I dan Hamzah Halim sebagai 
pembimbing II. 
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan standar 
pelayanan yang diterima pasien rawat jalan di pusat kesehatan 
masyarakat (PUSKESMAS) kassi kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar dan faktor faktor yang mempengaruhinya. 
Penelitian ini dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat 
(PUSKESMAS) Kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar . Jenis 
data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
mengunakan deskriptif kualititatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari 
wawancara dan kuesioner yang diolah menggunakan skala likert serta 
studi kepustakaan.  
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang 
menunjukan pelaksanaan standar pelayanan yang diterima pasien sudah 
berjalan dengan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh 
puskesmas kassi-kassi dan adapun beberapa faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan standar pelayanan yang diterima pasien di puskesmas kassi-
kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pemerintah mempunyai peranan penting dalam menyediakan 
layanan publik yang prima bagi semua masyarakatnya sesuai dengan UU 
No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 
menyebutkan sebagai berikut:1 
Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang,jasa, dan/atau pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara publik. 
Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk 
membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta 
dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan 
oleh konsumen.2  
Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, akan 
tetapi untuk melayani masyarakat dan menciptakan kondisi  yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan 
dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan bersama3 
                                                             
1
 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik 
2
 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, 2010. Perlindungan Hukum Bagi Pasien, PT.Prestasi 
Pustakaraya, jakarta, hal. 11 
3
 Sirajuddin dkk, 2012.Hukum pelayanan Publik berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, 
Setara Press., Malang,hlm 2. 
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Kinerja pemerintah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
dapat dinilai dari kemampuan melaksanakan peraturan perundang-
undangan dan penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien, efektif 
dan bertanggung jawab menjadi ukuran kinerja tata pemerintahan yang 
baik.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan 
perubahannya dengan jelas menjamin hak warga negara untuk 
memperoleh pelayanan pendidikan dan kewajban negara negara 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan serta menyantuni fakir miskin4. 
Untuk itu di perlukan adanya standar pelayanan publik yang 
sebagaimana telah di atur dalam UU No. 25 Tahun 2009 Pasal 20 Bab V 
terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut UU No.25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik, standar pelayanan adalah tolak ukur yang 
dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 
penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara 
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, 
mudah, terjangkau, dan terukur. 
Menurut UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adapun 
komponen standar pelayanan sekurang kurangnya meliputi : 
1. Dasar Hukum 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
penyelenggaraan pelayanan. 
                                                             
4
 Sutomo. 2000. Standar kualitas pelayanan medis. Jakarta: Mandar maju. Hal 3 
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2. Persyaratan 
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur 
Yaitu tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan. 
4. Jangka Waktu penyelesaian 
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 
pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
5. Biaya/tarif 
Ongkos yang dikenkan kepada penerima pelayanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 
masyarakat. 
6. Produk pelayanan 
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuaiketentuan yang 
telah ditetapkan. 
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas  
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Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
pelayanan,termaksud peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok 
rentan. 
8. Kompetensi pelaksana 
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
9. Pengawas internal 
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau 
atasan langsung pelaksana 
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
11. Jumlah pelaksana 
Tersedianya pelaksana sesuai beban kerja. 
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 
yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. 
Cukup jelas 
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13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, 
dan resiko rasa keragu-raguan. 
Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko, 
dan keragu-raguan. 
14. Evaluasi kineja pelaksana 
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan standar pelayanan. 
Pelayanan Kesehatan merupakan hal yang penting yang harus 
dijaga maupun ditingkatkan kualitasnya sesuai standar pelayanan yang 
berlaku. Agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan 
yang diberikan.5 
Setiap pelanggan atau penerima layanan tentu menghendaki 
kepuasan dalam menerima suatu layanan, menurut Ratminto dan Atik, 
ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat 
kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dicapai apabila 
penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang 
dibutuhkan dan diharapkan.6 
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 
PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
                                                             
5
 Titik Triwulan Tutik dan Shita Febriana, Op.cit.hal. 11 
6
 Ratminto dan Atik. 2005. Manajemen Pelayanan. Pustaka Belajar. Yogyakarta. Hal 2 
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menyelenggarakan upaya kesehatan Masyarakat dan upaya promotif dan 
preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya di wilayah kerjanya.7 
Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima layanan, begitupun dengan puskesmas kassi-kassi yang 
merupakan salah satu puskesmas Pemerintah Kota Makassar dan 
merupakan unit pelaksana teknik Dinas Kesehatan Kota Makassar yang 
telah memiliki standar pelayanan yang telah di buat berdasarkan SK 
Kepala Puskesmas Nomor 21/PMK/RSP.VI-KK/II/2016 tentang Standar 
Pelayanan di Puskesmas Kassi-Kassi. 
Di puskesmas kassi-kassi terbagi tiga jenis standar pelayanan yaitu 
standar pelayanan rawat jalan, standar pelayanan rawat inap, dan standar 
pelayanan unit gawat darurat. 
Salah satu permasalahan yang pernah terjadi di puskesmas kassi 
kassi yaitu TRIBUN TIMUR, MAKASSAR- Ini kisah pilu pelayanan 
kesehatan. Belasan perawat dan dokter pusat kesehatan masyarakat 
(Puskesmas) Kassi Kassi,Tamalate,Makassar,meninggalkan pasien yang 
sedang terinfus di ruang perawat. 
                                                             
7 Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia N0. 75 Tahun 2014 
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Tenaga medis di puskesmas itu dilaporkan pergi karokean 
berjamaah di Hotel Pantai Gapura, Makassar.Lima jam mereka 
terlantarkan pasien di puskesmas. 
Salah seorang pasien, Rosma(28), kehabisan infus, tangan Rosma 
bengkak setelah mengalami pendarahan karena kehabisan cairan infus 
selama lima jam. 
Dia adalah satu dari sejumlah pasien yang ditinggal pergi perawat, 
hanya dua perawat piket yang tinggal melayani tujuh pasien. 
”jika terjadi apa-apa, hubungi perawat piket,”kata seorang perawat ke 
keluarga Rosma sebelum meninggalkan Puskesmas”. 
Rosma dirawat bersama enam pasien lain.Empat pasien di ruang 
persalinan, tiga di ruang III, tempat Rosma. Rosma menderita penyakit 
demam berdarah(DBD) plus tipes, sudah lima hari dirawat di puskesmas 
itu. 
“Lima jam adik saya kesakitan karena kehabisan cairan infus karena 
perawat dan dokter pergi Karoke,”tegas kakak Rosma, Bahtiar, kepada 
Tribun,Sabtu siang. 
Menurutnya, memang ada dua perawat piket yang tinggal, tapi 
mereka tidak bisa berbuat apa-apa menolong Rosma. 
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“Selain sibuk melayani pasien yang bersalin, mereka tak bisa 
memberikan pertolongan ke Rosma karena tempat obat terkunci,”ujar 
Tiar,sapaan Bahtiar. 
Kakak Rosma,Nurlaila, mengatakan, pertolongan kepada adiknya 
baru saja bisa dilakukan sekitar pukul 01.00 wita.Saat itu dokter dan 
perawat sudah kembali dari tempat karoke. 
Demikian juga dikatakan,saudara laki-laki Rosma dengan marah 
mengatakan, sangat kecewa dengan pelayanan yang dilakukan oleh pihak 
puskesmas. Apalagi menelantarkan seorang pasien demi pergi acara. 
“Ini nyawa manusia,jika tiba-tiba terjadi sesuatu,bagaimana?”kata 
Tiar.Dia mengaku masih emosional dengan pengalaman pahit yang 
dialami keluarganya. 
“Kami berharap agar pihak dinas terkait bisa memberi ketegasan 
terhadap tingka laku yang dilakukan para tenaga medis ini,”jelas Tiar8 
Berdasarkan permasalahan diatas penulis berpendapat bahwa di 
Puskesmas Kassi Kassi perna terdapat permasalahan pelayanan, 
sehingga penulis melakukan wawancara dari beberapa pasien, 
Adapun hasil wawancara dari beberapa pasien bahwa masih 
seringnya terdengar yang berhubungan dengan pelayanan yaitu 
menunggu lama untuk menerima pelayanan dan setelah penulis 
                                                             
8 Sumber : tribunnews.com. Minggu 30 desember 2012. 08:50 
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melakukan pengamatan secara langsung di Puskesmas Kassi-Kassi 
penulis lebih banyak tatap muka dengan pasien yang membutuhkan 
pelayanan rawat jalan untuk itu, objek penelitian yang akan digunakan 
penulis adalah pasien yang datang membutuhkan pelayanan rawat jalan. 
Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian berjudul pelaksanaan pelayanan publik di pusat kesehatan 
masyarakat (PUSKESMAS) Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latarbelakang diatas maka penulis menarik 
rumusan masalah  yaitu: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan standar pelayanan yang diterima 
pasien rawat jalan di pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) 
kassi kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. ? 
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan standar 
pelayanan yang diterima pasien rawat jalan di Pusat Kesehatan 
Masyarakat (PUSKESMAS) Kassi- Kassi Kecamatan Rappocini 
Kota Makassar? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan standar pelayanan yang diterima 
pasien rawat jalan di pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) 
kassi kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
standar pelayanan yang diterima pasien rawat jalan di Pusat 
Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kassi- Kassi Kecamatan 
Rappocini Kota Makassar. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharap dapat memberi manfaat dan menambah 
wawasan dari sisi teoritis berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan 
publik di pusat kesehatan masyarakat (PUSKESMAS) kassi kassi 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian diharapkan menjadi pembelajaran praktis bagi 
mahasiswa, masyarakat dan pemerintah tentang pandangan masyarakat 
terhadap pelaksanaan pelayanan publik di pusat kesehatan masyarakat 
(PUSKESMAS) kassi kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Pelaksanaan 
Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu 
badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai 
tujuan yang diharapkan.9 Wiestra, dkk mengemukakan pengertian 
pelaksanaan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan 
semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan 
dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa 
yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan 
waktu dimulainya.10 
Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan pengertian  
pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi 
berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan. 
Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat di jumpai dalam 
proses administrasi. Bintoro Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa 
pelaksana sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian 
                                                             
9
 Depertemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta 
. 2001 hal 627 
10
 Ibid, 
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kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka 
kebijakan itu diturunkan dalam suatu program proyek
11
 
Rahardja Adisasmita mengatakan bahwa sumber daya pelaksana 
yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan 
yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari 
pekerjaan tersebut, bermutu bukan hanya pandai, tetapi memenuhi semua 
syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain kecakapan keterampilan, 
kepribadian, sikap dan perilaku.12 
Jadi pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu 
badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai 
tujuan yang diharapkan. 
B. Pelayanan Publik  
Pelayanan publik tidak lepas dari kepentingan umum, yang menjadi 
asal usul timbulnya istilah pelayanan publik, pelayanan sangat dibutuhkan 
oleh setiap manusia, dapat juga dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat di 
pisahkan dari kehidupan manusia. 
Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan publik 
bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat 
                                                             
11
 Rahardjo Adisasmita, pembiayaan pembangunan daerah, Yogyakarta, Graham Ilmu, 2011. Hal 
24 
12
 Ibid. Hal 24 
13 
 
terpisah dengan kehidupan manusia. Sebagai contoh, dapat dilihat pada 
proses kelahiran seorang bayi. Ketika sang bayi lahir, dia akan meneangis 
karena menghadapi situasi yang  sangat berbeda ketika ia masih berada 
dalam kandungan. Jeritan bayi tersebut membutuhkan pelayanan dari 
ibunya. Ketika memperoleh pelayanan (kasih sayang) dari ibunya bayi 
tersebut akan merasa nyaman dan berhenti menangis,sebaliknya dia akan 
tersenyum bahagia. Proses kelahiran ini menunjukan betapa pelayanan 
seorang ibu yang menyenangkan sangatlah di butuhkan.13 
Pedoman Tata Pelaksanaan Pelayanan Umum sebagai berikut:14 
a. Memiliki kesederhanaan baik prosedur maupun tata cara 
pelayanan sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan. 
b. Memiliki kejelasan dan kepastian dalam biaya dan jadwal 
pelaksanaan, ketetapan waktu penyelesaian serta personil-
personil yang berwenang dalam memberi pelayanan umum 
tersebut. 
c. Keterbukaan yaitu mudah diakses, dapat dipahami serta ada 
informasi yang diberikan kepada masyarakat. 
d. Efisien, ekonomis dan adanya perlakuaan yang adil bagi setiap 
penerima pelayanan. 
                                                             
13
 Lijan Poltak Sinambela dkk,2006. Reformasi Pelayanan publik teori,Kebijakan, dan 
Implementasi.Bumi Aksara,hlm 3. 
14
 Amran Suadi,2014. Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia. Raja Grafindo 
persada,jakarta,hlm 124 
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Hal senada juga dikemukakan budiman Rusli yang berpendapat 
bahwa selama hidupnya, manusia selalu membutuhkan 
pelayanan.pelayanan menurutnya sesuai dengan life cycle theory of 
leadership(LCTL) bahwa pada awal kehidupan manusia (bayi) pelayanan 
secara fisik sangat dibutuhkan akan semakin menurun.15 
1. Pengertian Pelayanan publik 
Dalam kamus Bahasa Indonesia, pelayanan publik dirumuskan 
sebagai berikut:16 
a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani 
b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan 
dengan jual beli barang dan jasa. 
c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima 
seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, 
diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan 
tertentu. 
d. Publik berarti orang banyak(umum) 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 
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 Ibid,. 
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 Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, 
Jakarta, 1990. 
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barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 
penyelenggaraan pelayanan publik.
17
 
Pelayanan publik memiliki aspek yang multi-dimensi.pelayanan 
publik tidak hanya dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek 
hukum atau aspek politik saja. Tetapi juga melingkupi aspek ekonomi dan 
aspek sosial budaya secara integratif. 
Dalam perspektif hukum, pelayanan publik dapat dilihat sebagai 
suatu kewajiban yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak 
dasar warga negara atau penduduknya atas suatu pelayanan.18 
Dengan demikian pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan 
dan kebutuhan masyarakat oleh penyelnggara negara, negara didirikan 
oleh pelayanan publik(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat 
meningkatkan kesejahteraan.pada hakikatnya negara dalam hal ini 
pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.19 
2. Hakikat Pelayanan Publik 
Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada 
masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 
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 Pasal 1 (1) UU No. 25 thn 2009 tentang pelayanan publik 
18
 Sirajuddin dkk. Op.cit,hlm. 12 
19
 Ibid, hal 3 
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sebagai abdi masyarakat. Untuk lebih memahami tentang  hakikat 
pelayanan publik,terdapat beberapa pengertian-pengertian, ialah:
20
 
1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan 
pelayanan publik. 
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya di sebut 
penyelenggara adalah institusi Penyelenggara Negara, 
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
Undang Undang untuk kegiatan pelayanan pblik, dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan 
pelayanan publik. 
3. Pelaksanaan pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
pelaksana adalah pejabat, petugas dan setiap orang yang 
bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas 
melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan 
pelayanan publik. 
4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara 
maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, 
maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai 
                                                             
20 Pasal 2 dan 3 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
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penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. 
5. Organisasi Penyelenggara pelayanan publik yang 
selanjutnya disebut Organisasi penyelenggara adalah satuan 
kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di 
lingkungan institusi penyelenggara negara, koorporasi, 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-
undang untuk kegiatan peleayanan publik, dan badan hukum 
lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan 
publik. 
3. Asas- Asas Pelayanan Publik 
Pedoman pelaksanaan norma-norma pelayanan publik tersebut 
dapat didasarkan pada asas-asas yang relevan digunakan dalam rangka 
pelayanan publik.Sekaligus sebagai upaya pembatasan dan uji kebsahan 
pelayanan publik,disamping tentunya mendasari Undang-Undang No 25 
tahun 2009 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63/KEPMEN/PAN/17/2009.Asas-asas yang dapat digunakan untuk 
mendasari pelayanan publik baik diseluruh wilayah Indonesia maupun di 
daerah adalah : 
1. Asas Transparansi 
Asas transpans penyelenggaraan pelayanan publik sesungguhnya 
merupakan masifestasi asas openbaarheid  dalam konsepsi hukum 
administrasi di Belanda, asas ini dimaksud sebagai asas yang 
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menghendaki bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan pelayanan 
publik harus dilakukan secara mudah dan bersifat terbuka bagi 
masyarakat yang dimulai dari proses pengambilan keputusan tentang 
kebijakan, perncanaan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan 
atau pengendalian, dan tentunya tidak ditinggalkan adanya keharusan 
bahwa pelayanan publik tersebut dapat dengan mudah diakses oleh 
semua pihak yang membutuhkan informasi.Transparansi 
(keterbukaan)pemerintah merupakan sesuatu hal  yang substansial, 
sebab dengan transparansi tersebut masyarakat dapat mendapatkan lebih 
banyak pengertian tentang rencana- rencana kebijakan yang dijalankan. 
2. Asas Keadilan  
Keadilan merupakan sesuatu yang “maha” luas meliputi hukum, 
sosial, agama, dan sebagainya.Namun demikian terlepas dari itu, sesuatu 
hal yang pasti adalah prinsip keadilan menghendaki tujuan hukum bagi 
setiap negara hukum. Prinsip Keadilan menghendaki agar setiap tindakan 
institusi atau pejabat pemerintah negara (daerah) senantiasa 
memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran, prinsip keadilan menuntut 
tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak 
setiap orang21.Asas ini bermaksud dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik tidak menimbulkan diskriminasi pelayanan pada masyarakat dan 
pemerintah sebagai aparatur penyelenggara tidak pada tempatnya 
                                                             
21 Husni Thamrin ,2013,Hukum pelayanan publik di Indonesia,asswaja Pressindo ,Yogyakarta, hal 
41. 
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membedakan bobot pelayanan berdasarkan klasifikasi-klasifikasi tertentu 
di dalam masyarakat.
22
 
3. Asas good Governance 
Asas good governance Mengkomodasikan dalam pelayanan publik 
baik dalam proses maupun hasil keputusan mencerminkan akuntabilitas, 
transparansi , menerima perbedaan control dan peran serta masyarakat, 
dan hukum harus ditegakkan secara nyata. 
Dalam Undang-Undang no.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
Pasal 4 dikemukakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik 
berasaskan:  
a. Kepentingan Umum, artinya pemberian pelayanan publik 
tidak boleh mengutamakan pribadi dan/atau kelompok; 
b. Kepastian Hukum, jaminan terwujudnya hak dan kewajiban 
dalam penyelenggaraan pelayanan; 
c. Kesamaan hak, artinya pemberian pelayanan tidak 
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan 
status ekonomi;  
d. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemenuhan hak 
harus sebanding dengn kewajiban yang harus dilaksanakan, 
baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan; 
e. Keprofesionalan, artinya pelaksana pelayanan harus memiliki 
kompetensi sesuai dengan bidang tugas; 
                                                             
22 Ibid. 
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f. Partisipatif, artinya peningkatan peran serta masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhartikan 
aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat; 
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif artinya setiap warga 
negara berhak memperoleh pelayanan yang adil; 
h. Keterbukaan, artinya setiap penerima pelayanan dapat 
dengan mudah mengakses dan memperoleh infoormasi 
tentang pelayanan yang diinginkan; 
i. Akuntabilitas, artinya proses penyelenggaraaan pelayanan 
harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, fasilitas dan 
perlakukan khusus bagi kelompok; 
j. Rentan, artinya pemberian kemudahan terhadap kelompok 
rentan sehingga terciptanya keadilan dalam pelayanan; 
k. Ketepatan waktu, artinya penyelesaian setiap jenis pelayanan 
dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, artinya setiap 
jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan 
terjangkau;. 
4. Standar Pelayanan Publik 
Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 
penerima pelayanan.Standar pelayanan merupakan ukuran yang 
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dibakukan dalam penyelenggara pelayanan publik wajib ditaati oleh 
pemberi dan atau penerima pelayanan. Untuk meningkatkan kualitas dan 
menjamin penyediaan pelayanan publik tersebut harus disesuaikan 
dengan asas asas umum pemerintah didalam memberikan perlindungan 
kepada setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan 
wewenang di dalam penyelenggara pelayanan publik, melalui persetujuan 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden 
Republik Indonesia, maka pada tanggal 18 juli 2009 Indonesia 
mengesahkan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
Menurut UU No.25 tahun 2009 standar pelayanan adalah tolak ukur 
yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan 
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 
penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. 
Menurut UU tersebut penyelenggaraan berkewajiban menyusun dan 
menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.Dalam 
menyusun dan menetapkan standar pelayanan tersebut.Pengikut sertaan 
masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, 
terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan 
mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman. 
Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang 
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diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Adapun komponen standar 
pelayanan sekurang kurangnya meliputi : 
1. Dasar Hukum 
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum 
penyelenggaraan pelayanan. 
2. Persyaratan 
Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur 
Yaitu tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan 
penerima pelayanan. 
4. Jangka Waktu penyelesaian 
Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 
pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 
5. Biaya/tarif 
Ongkos yang dikenkan kepada penerima pelayanan dalam 
mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 
23 
 
besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 
masyarakat. 
6. Produk pelayanan 
Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai ketentuan yang 
telah ditetapkan. 
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas  
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
pelayanan,termaksud peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok 
rentan. 
8. Kompetensi pelaksana 
Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 
9. Pengawas internal 
Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau 
atasan langsung pelaksana 
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 
Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
11. Jumlah pelaksana 
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Tersedianya pelaksana sesuai beban kerja. 
12. Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan 
yang dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan. 
Cukup jelas 
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, 
dan resiko rasa keragu-raguan. 
Kepastian memberikan rasa aman dan bebas dari bahaya, resiko, 
dan keragu-raguan. 
14. Evaluasi kineja pelaksana 
Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan 
sesuai dengan standar pelayanan. 
Adapun standar pelayanan di puskesmas kassi-kassi sebagai 
berikut: 
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Gambar 1 
Standar pelayanan di puskesmas Kassi-kassi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data puskesmas Kassi-Kassi (2017) 
 
C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum 
Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui 
apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau 
gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah 
pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu 
sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. 
Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum antara 
lain :23 
1. Faktor hukumnya sendiri  
                                                             
23 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, jakarta, PT.Raja 
Grafindo Persada, 2008, hal 17 
26 
 
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam 
praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi 
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum 
sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak 
sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara 
penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak 
tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum 
setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah 
semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak 
aturanaturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur 
kehidupan 21 Soekanto, Soerjono, op.cit hal 17 32 masyarakat. Jika 
hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena 
keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik 
subjektif dari masing-masing orang 
2.  Faktor penegak hukum 
Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun 
menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian law 
enforcement itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu 
memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaat hukum secara 
proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai 
institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, 
sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari 
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kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir 
lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan 
kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang 
meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, penbuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta 
upaya pembinaan kembali terpidana.  
Secara sosiologis, setiap aparat penegak hukum tersebut 
mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) 
merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan 
tersebut merupakan peranan atau role, oleh karena itu seseorang yang 
mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya mempunyai peranan. Suatu hak 
merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan 
kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu dapat di 
jabarkan dalam unsur- unsur sebagai berikut : (1) peranan yang ideal / 
ideal role ; (2) peranan yang seharusnya / expected role; (3) peranan yang 
dianggap oleh diri sendiri / perceived role; dan (4) peran yang sebenarnya 
dilakukan / actual role. 
Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat 
sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam 
lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah 
laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi 
penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur 
tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di 
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sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat 
perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas 
bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, 
sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang 
diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negatif 
dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak 
hukum. 
Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme 
bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain : (1) institusi 
penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana 
pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang 
terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; 
dan (3) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja 
kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan 
standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya. Upaya 
penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga 
aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan 
keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  
Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai 
sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana 
fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung 
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mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi 
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan 
sebagainya. 
4. Faktor masyarakat  
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk 
mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai 
pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia 
mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfariasi antara lain : 
1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan; 
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang 
kenyataan; 
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan 
perilaku pantas yang diharapkan;  
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif 
tertulis) ;  
5. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;  
6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;  
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;  
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;  
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;  
10. Hukum diartikan sebagai seni.  
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Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup 
dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan 
adalah keserasiannya, hal inin bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. 
Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk 
mengartikan hukum dan bahkan mengindentifikasi dengan petugas 
(dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).  
5. Faktor kebudayaan 
 Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor 
masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya 
diketengahkan masalah sistem nilainilai yang menjadi inti dari kebudayaan 
spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem 
(atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, 
struktur, subtansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau 
bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan 
lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembagalembaga 
tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya. 
Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang 
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yangmerupakan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan 
apa yang diangap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya 
merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim 
yang harus diserasikan. 
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Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono 
Soekanto adalah sebagai berikut :  
1. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.  
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan  
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ 
inovatisme. 
Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat 
setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat 
dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-
pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar 
dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat 
berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian 
antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya. 
D. Konsep Puskesmas 
1. Pengertian puskesmas  
Menurut peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 75 
tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat Kesehatan 
Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas 
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan 
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 
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lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. 
Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) adalah salah satu 
sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. 
Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota yang 
bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu 
wilayah kerja (Depkes, 2011) 
2. Kedudukan dan fungsi 
1. Kedudukan Puskesmas 
a. Kedudukan dalam bidang administrasi puskesmas 
merupakan perangkat pemda/kota dan tanggung jawab 
langsung baik secara teknis medis maupun secara 
administratif kepada dinas kesehatan kota. 
b. Dalam hirarki pelayanan kesehatan puskesmas 
berkedudukan pada tingkat fasilitas kesehatan pertama. 
2. Fungsi Puskesmas 
a.  Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di 
wilayah kerjanya 
b. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya 
dalam rangka kemampuan untuk hidup sehat 
c. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh 
dan masyarakat di wilayah kerjanya. 
33 
 
3. Peran Puskesmas  
Dalam konteks otonomi Daerah saat ini, Puskesmas mempunyai 
peran yang sangat vital institusi pelaksana teknis, dituntut memiliki 
kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut ditujukan dalam bentuk ikut 
serta menentukan kebijaksanaan daerah melalui sistem perencanaan 
yang matang dan realisize, tatalaksana kegiatan yang tersusun rapi,serta 
sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Rangkaian managerial di 
atas bermanfaat dalam penentuan skala proritas daerah dan subyek 
bahan kesesuaian dalam menentukan RAPBN yang berorientasi kepada 
kepentingan masyarakat. Adapun ke depan Puskesmas juga dituntut 
berperan dalam pemanfaatan teknologi informasi terkait upaya 
peningkatan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan terpadu.  
4. Pelayanan Rawat jalan puskesmas 
Rawat jalan merupakan salah satu unit kerja di puskesmas yang 
melayani pasien yang berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam 
pelayanan,termaksud seluruh prosedur diagnosatik dan terapeutik.Pada 
waktu yang akan datang, rawat jalan merupakan bagian terbesar dari 
pelayanan kesehatan di puskesmas.Pertumbuhan yang cepat dari rawat 
jalan di tentukan oleh tiga faktor yaitu : 
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i. Penekanan biaya untuk mengontrol peningkatan harga perawatan 
kesehatan dibandingkan dengan rawat inap. 
ii. Peningkatan kemampuan dan sistem reimbursement untuk 
prosedur di rawat jalan. 
iii. Perkembangan secara terus menerus dari teknologi untuk 
pelayanan rawat jalan akan menyebabkan pertumbuhan rawat 
jalan. 
Tujuan pelayanan rawat jalan diantaranya untuk menentukan 
diagnosa penyakit dengan tindakan pengobatan, untuk rawat inap atau 
untuk tindakan rujukan. 
Tenaga pelayanan di rawat jalan adalah tenaga yang langsung 
berhubungan dengan pasien, yaitu :  
i. Tenaga administrasi (non medis) yang memberikan pelayanan 
penerima pendaftaran dan pembayaran. 
ii.  Tenaga keperawatan (paramedis) sebagai mitra dokter dalam 
memberikan pelayanan pemeriksa/pengobatan. 
iii.  Tenaga dokter (medis) pada masing-masing polikliniktang ada. 
Tujuan pelayanan rawat jalan di antaranya adalah untuk memberikan 
konsultasi kepada pasien yang memerlukan pendapat dari seorang dokter 
spesialis, dengan tindakan pengobatan atau tidak dan untuk menyediakan 
tindak lanjut bagi pasien rawat yang sudah diijinkan pulangtetapi masih 
harus dikontrol kondisi kesehatannya. 
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Rawat jalan hendaknya memiliki lingkungan yang nyaman dan 
menyenangkan bagi pasien. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dari 
rawat jalanlah pasien mendapatkan kesan pertama mengenai puskesmas 
tersebut. 
E. Pengertian Pasien 
Menurut UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dijelaskan 
dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 4 bahwa pasien adalah setiap orang yang 
melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk mempeoleh 
pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak 
langsung di rumah sakit. 
Pasien adalah seseorang yang meneriman perawatan medis. 
Seringkali,pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan 
bantuan dokter untuk memulihkannya (http//www.wikipedia.com). 
Berdasarkan uraian di atas ,maka dapat disimpulkan bahwa pasien 
adalah orang yang menderita penyakit dan memerlukan perawatan dan 
melakukan konsultasi dengan dokter untuk mengatasi masalah 
kesehatannya dan harus dipuaskan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian  
Bertitik tolak pada judul yang penulis angkat pada skripsil ini, maka 
lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Pusat kesehatan 
masyarakat(Puskesmas) Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar karena diperkirakan terdapat masalah terkait pelaksanaan 
pelayanan publik di puskesmas tersebut. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Pengumpulan data erat kaitannya dengan sumber data, maka 
metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian 
ini dapat dilakukan melalui pengumpulan: 
1. Data Primer 
Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan 
(field research). Data ini diperoleh langsung dari responden. 
2. Data Sekunder 
Data sekunder  yaitu data yang didapatkan dengan mengkaji 
dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian, baik berupa buku-
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buku. Data dari internet, peraturan Undang-undangan,maupun sumber 
tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian. 
C. Populasi dan sampel 
1. Populasi  
Dalam penelitian ini populasi adalah keseluruhan individu yang 
mendapatkan pelayanan rawat jalan pada puskesmas Kassi-Kassi dan 
pelaksana pelayanan di puskesmas kassi-kassi Kecamatan Rappocini 
Kota Makassar. 
2. Sample  
Untuk mempermudah dalam pengumpulan data maka penulis 
mengambil sample dari populasi yang ada, jenis sampel yang digunakan 
adalah sample insidensial yaitu penentuan sample secara “kebetulan” 
yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti 
dapat digunakan sebagai sample. Bila dipandang orang yang kebetulan 
ditemui cocok sebagai sumber data. Adapun sample dalam penelitian ini 
sebanyak 30 pasien. 
D. Teknik Pengumpulan data 
Guna mengumpulkan data data yang di gunakan dalam rangka 
penulisan skripsi ini, maka pendekatan metode pengumpulan datanya 
adalah sebagai berikut: 
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1. Penelitian Kepustakan  
Dalam penelitian kepustakaan, penulis akan melakukan pengkajian 
dan mengolah data –data yang tersebut dalam peraturan perundang-
undangan, jurnal dan kajian kajian ilmiah serta buku buku yang berkaitan 
dengan latar belakang permasalahan, termaksud dapat mengumpulkan 
data melalui media elektronik dan media media informasi lainnya. Data –
data yang telah di telusuri akan dipilih dan dipilah sesuai tingkat 
kepentingan dari penulisan ini. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian akan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan 
melakukan observasi dan interview, dengan pihak-pihak yang terkait 
dengan masalah yang menjadi materi pembahasan. 
1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung 
yang berkaitan dengan topik permasalahan. 
2) Interview, yaitu mengadakan wawancara secara langsung 
dengan pasien dan pelaksana pelayanan di puskesmas. 
3) Pembagian kuesioner kepada pasien pasien yang 
membutuhkan pelayanan di puskesmas kassi-kassi. 
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E. Metode Analisis 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif yaitu menganalisa data dari studi lapangan dan 
kepustakaan dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil atau 
kenyataan objek yang akan disusun secara logis, selanjutnya dari 
pengupulan data dan hasil penelitian yang dianalisis dan dibahas akan 
disusun dalam laporan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pelayanan 
publik terhadap kepuasan pasien di puskesmas kasi-kasi. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Standar Pelayanan Rawat Jalan Yang Di Terima 
Pasien Di Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar. 
 Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban menyusun dan 
menetepkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan 
penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan, untuk itu 
maka terbitlah surat keputusan kepala puskesmas nomor 
:21/PKM/RSP,VI-KK/II/2016 Tentang Standar Pelayanan rawat jalan di 
Puskesmas Kassi-Kassi. 
 Dalam proses pelaksanaan pelayanan publik di puskemas kassi 
kassi telah memiliki standar pelayanan rawat jalan dan telah 
dipublikasikan sehingga adanya jaminan asas kepastian dan asas 
transparansi bagi penerima pelayanan dalam hal ini pasien yang berobat 
di puskesmas kassi-kassi. 
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Adapun hasil wawancara dari Wahyudi, S.E :24 
“Setiap standar pelayanan di puskesmas Kassi-Kassi ini sudah 
ditetapkan berdasarkan SK Kepala Puskesmas, Nomor :21/PKM/RSP,VI-
KK/II/2016 Tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Kassi-Kassi. 
Mengingat peraturan menteri kesehatan No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat 
Kesehatan Masyarakat mengingat Undang-Undang No.25 Tahun 2009 
tentang pelayanan publik”  
1.  Ketepatan Persyaratan dan prosedur pelayanan yang 
diterima pasien di Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan 
Rappocini Kota Makassar. 
Dalam proses pelaksanaan standar pelayanan maka telah ditetapkan 
persyaratan dan prosedur dalam SK Nomor :21/PKM/RSP,VI-KK/II/2016 
Tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas Kassi-Kassi. 
Mekanisme persyaratan dan prosedur standar pelayanan rawat jalan 
di puskesmas kassi-kassi yaitu : 
1. Persyaratan : 1) Kartu Tanda penduduk. 2) Kartu 
JKN/BPJS/KIS. 3)Identitas lainnya. 
2. Prosedur : 1) Pasien membawa kartu identitas diri KTP/KK, 
BPJS atau KIS. 2) Petugas Rekam Medik memeriksa identitas 
kelengkapan pasien dan mengimput kesistem. 3) Petugas 
Rekam medik mengarahkan pasien ke poliklinik tujuan. 4) 
Poliklinik merujuk internal ke Laboratorium, Tele EKG. USG, 
Respirometri atas indikasi.5) Pengambilan obat di loket obat 
Puskesmas. 6)Merujuk pasien jika kasus spesialistik.” 
                                                             
24 KA. Sub Bagian Tata Usaha  tanggal 15 maret 2017 di ruangan KA. Sub. Bagian Tata Usaha  
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Adapun hasil wawancara dari Ibu Zulfayana :
25
  
“kubawa’ memang’mi ktp sama kartu bpjsku’ supaya berlaku 
bpjsku’ karena kalau tidak kubawa’i disuruh membayar karena itu 
syaratnya disini, sudah itu nasuruhmeka’ ke ruang poli baru sudah itu ke 
ruang resep.”  
 
Adapun hasil wawancara dari ibu Asmidar :26  
 “Yang naminta’ di loket tadi ktp dan kartu bpjsku’, tapi perna k’ dulu 
lupa kartu bpjsku terpaksa membayar k’ 10.000 karena tidak kupenuhi ki 
persyaratannya.” 
 
Adapun hasil wawancara dari syamsiah :27  
“setiap saya telah melakukan pendaftaran petugas pelayanan 
langsung mengarahkan ke ruangan selanjutnya yang harus saya pergi 
untuk melakukan tahap selajutnya setelah pendaftaran itu sesuai dengan 
standar prosedur yang harus saya jalani dan tergolong mudah karena 
apabila perugas tidak mengarahkan, saya bisa lihat langsung yang telah 
ditempel di dinding.” 
 
Untuk itu mengetahui kesesuaian pelaksanaan standar pelayanan 
yang diterima pasien terkait persyaratan dan prosedur pelayanan, maka 
pada kuesioner peneliti menyajikan pertanyaan dan dari 30 responden 
diperoleh jawaban yang disajikan pada tabel berikut : 
 
 
 
                                                             
25 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 16 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi 
26 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 16 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
27 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 20 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
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Tabel 1 
Tanggapan mengenai pelaksanaan persyaratan di Puskesmas Kassi-
kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
Sumber : Olahan Data primer (2017) 
 Adapun tanggapan pasien mengenai kesesuai pelaksanaan 
persyaratan dan prosedur di puskesmas kassi-kassi berdasarkan tabel 1 
di atas menunjukan bahwa sekitar 6,7% tepatnya 2 orang pasien 
menyatakan sangat sesuai dan  93,3% tepatnya 28 orang pasien 
menyatakan pelaksanaan persyaratan dan prosedur di puskesmas kassi-
kassi sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan di 
puskesmas kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
 Berdasarkan hasil wawancara dan tabel di atas maka menurut 
peneliti menunjukan bahwa persyaratan dan prosedur yang ditetapkan 
dalam Standar Pelayanan Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini 
Kota Makassar telah dipublikasikan sehingga terwujudnya asas 
keterbukaan serta telah terdapat kesesuaian yang diterima pasien dengan 
Tanggapan Responden Persentase 
Sangat Tidak Sesuai 0 0% 
Kurang Sesuai 0 0% 
Cukup Sesuai 0 0% 
Sesuai 28 93,3% 
Sangat Sesuai 2 6,7% 
JUMLAH 30 100% 
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persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sehingga terwujudnya asas 
kemudahan dilihat pula dari hasil wawancara menunjukan jika salah satu 
persyaratan tidak terpenuhi maka persyaratan berlaku umum, jadi dari 
rata-rata responden yang di wawancara sekaligus yang mengisi kuesioner 
menyatakan terdapatnya kesesuaian yang diminta oleh pelaksana 
pelayanan dengan standar pelayanan serta terdapatnya kemudahan yang 
rasakan pasien terhadap prosedur standar pelayanan yang telah 
ditetapkan 
 Adapun gambar prosedur pelayanan di puskesmas kassi-kassi 
sebagai berikut : 
Gambar 2 
Alur layanan di puskesmas kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Puskesmas kassi-kassi (2017) 
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2. Ketepatan Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan di 
Puskesmas Kassi Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
Jangka waktu merupakan yang diperlukan untuk menyelesaikan 
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Adapun menurut 
standar pelayanan rawat jalan di puskesmas kassi-kassi yaitu waktu 
pelayanan sekitar 5-15 menit (sesuai dengan kondisi pasien).  
Adapun hasil wawancara dari ibu Juhedah :28  
 “Terkait waktu pelayanan sebenarnya itu tergantung juga dari 
banyaknya pasien yang datang berobat, hanya saja mungkin seharusnya 
jumlah dokter ditambah agar walaupun banyak pasien tidak memakan 
waktu berjam-jam untuk  dilayani terkhususnya untuk pemeriksaan.” 
Adapun hasil wawancara dari sri ainun :29  
 “Pernaka’ saya datang duluan tapi ada pasien yang datang setelah 
saya malah lebih duluan’ki dilayani”. 
 
Adapun hasil wawancara dari zulfayana :30  
 “Cepat tidaknya bisa dimaklumi karena banyak pasien yang datang 
berobat apalagi saat ini memasuki waktu padat-padatnya pasien” 
Untuk mengetahui seberapa sesuai pelaksanaan standar pelayanan 
yang diterima pasien terkait waktu pelayanan, maka pada kuesioner 
peneliti menyajikan pertanyaan dan dari 30 responden diperoleh jawaban 
yang disajikan pada tabel berikut : 
                                                             
28 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 16 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
29 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 20 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
30 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 16 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
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Tabel 2 
Tanggapan responden mengenai waktu pelayanan di Puskesmas 
kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
 
Sumber :Olahan data primer (2017) 
Adapun tanggapan pasien mengenai waktu pelaksanaan pelayanan 
di puskesmas kassi-kassi berdasarkan tabel 2 di atas menunjukan bahwa 
sekitar 86,7% tepatnya 26 orang pasien menyatakan cepat, 6,7% tepatnya 
2 orang pasien menyatakan cukup cepat dan 6,7% tepatnya 2 orang 
pasien menyatakan kurang cepat.  
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan tabel di atas maka 
menunjukan masih terdapatnya keluhan terkait ketepatan waktu 
penyelesaian pelayanan yang diterima pasien, namun pada standar 
pelayanan di puskesmas Kassi-kassi menyatakan pelayanan diberikan 
biasanya melebihi waktu yang ditetapkan 5-15 namun melihat pada 
standar pelayanan tersebut memberikan keterangan bahwa sesuai 
Tanggapan Responden Persentase 
Sangat Tidak Cepat 0 0% 
Kurang Cepat 2 6,7% 
Cukup Cepat 2 6,7% 
Cepat 26 86,7% 
Sangat Cepat 0 0% 
JUMLAH (N) 30 100% 
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dengan kondisi pasien, sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi pasien 
pada kenyataannya berbeda beda, serta ketepatan waktu tidak sesuai 
dikarenakan semakin hari meningkatnya jumlah pasien yang berobat di 
puskesmas kassi-kassi jadi, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas 
kecepatan dan asas ketepatan waktu masih dapat dikatakan cukup baik.   
3. Ketepatan Biaya pelayanan yang diterima pasien  di 
Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar. 
Biaya merupakan yang dikenakan kepada penerima pelayanan 
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 
yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 
penyelenggara dan masyarakat. Adapun menurut standar pelayanan 
rawat jalan di puskesmas kassi-kassi yaitu gratis. 
Adapun hasil wawancara dari Wahyudi, S.E :31 
“Biaya pelayanan gratis jika sesuai persyaratan yang ditetapkan 
terpenuhi namun apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi maka akan 
berlaku umum” 
Adapun hasil wawancara dari Wahyuningsi :32  
 “saya sudah membawa KTP dan Kartu BPJS saya tidak membayar 
sama sekali untuk dilayani.” 
                                                             
31 KA. Sub Bagian Tata Usaha  tanggal 15 maret 2017 di ruangan KA. Sub. Bagian Tata Usaha  
32 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 16 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
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Adapun hasil wawancara dari Pak Agus:33  
 “saya tidak membayar sama sekali karena saya sudah terdaftar 
BPJS” 
 
Adapun hasil wawancara dari Linda Sari:34  
 “Membayarka’ tadi saya karena kulupa bawa’i ktpku”  
Untuk mengetahui seberapa sesuai pelaksanaan standar pelayanan 
yang diterima pasien terkait biaya pelayanan, maka pada kuesioner 
peneliti menyajikan pertanyaan dan dari 30 responden diperoleh jawaban 
yang disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 3 
 Tanggapan responden mengenai biaya pelayanan di puskesmas 
kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
Sumber :Olahan data primer (2017) 
 
Adapun tanggapan pasien mengenai kesesuai pelaksanaan biaya di 
puskesmas kassi-kassi terkait biaya pelayanan berdasarkan tabel 3 di 
atas menunjukan bahwa sekitar 6,7% tepatnya 2 orang pasien 
                                                             
33 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 16 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
34 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 16 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
Tanggapan Responden Persentase 
Sangat Tidak Sesuai 0 0% 
Kurang Sesuai 0 0% 
Kadang-kadang tidak sesuai 0 0% 
Sesuai 28 93,3% 
Sangat Sesuai 2 6,7% 
JUMLAH (N) 30 100% 
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menyatakan sangat sesuai dan  93,3% tepatnya 28 orang pasien 
menyatakan biaya di puskesmas kassi-kassi sudah sesuai dengan 
standar pelayanan di puskesmas kassi-kassi.  
Berdasarkan hasil wawancara dan tabel di atas maka menunjukan 
bahwa biaya yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Puskesmas 
Kassi-Kassi telah terlaksana sesuai yang diterima pasien serta cukup 
terjangkau bagi pasien sehingga terselenggarakannya asas terjangkau 
dengan baik serta menimbulkan asas kepastian hukum, dari rata-rata 
responden yang di wawancara sekaligus yang mengisi kuesioner 
menyatakan terdapatnya kesesuaian yang terima pasien terhadap biaya 
pelayanan yang telah ditetapkan dengan yang diterima pasien.. 
 
4. Ketepatan Produk Pelayanan yang diterima pasien di 
Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar. 
Produk pelayanan merupakan Hasil pelayanan yang diberikan dan 
diterima sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Adapun produk di 
standar pelayanan puskesmas kassi-kassi yaitu pelayanan kesehatan 
rawat jalan. 
Adapun hasil wawancara dari Nureni:35  
“saya kesini mau melakukan pelayanan rawat jalan maka saya di 
berikan pelayanan rawat jalan sesuai dengan yang saya inginkan” 
                                                             
35 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 20 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
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Untuk mengetahui seberapa sesuai pelaksanaan standar pelayanan 
yang diterima pasien terkait produk pelayanan, maka pada kuesioner 
peneliti menyajikan pertanyaan dan dari 30 responden diperoleh jawaban 
yang disajikan pada tabel berikut : 
Tabel 4 
Tanggapan responden mengenai kesesuaian hasil pelayanan 
dipuskesmas kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
Sumber : Olahan datan primer (2017) 
Adapun tanggapan pasien mengenai kesesuai hasil pelayanan di 
puskesmas kassi-kassi berdasarkan tabel 4 di atas menunjukan bahwa 
sekitar 13,3% tepatnya 4 orang pasien menyatakan sangat sesuai dan  
86,7% tepatnya 26 orang pasien menyatakan hasil pelaksanaan 
pelayanan di puskesmas kassi-kassi sudah sangat sesuai dengan standar 
pelayanan di puskesmas kassi-kassi.  
Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas maka menunjukan 
bahwa produk pelayanan yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan 
Puskesmas Kassi-Kassi telah terlaksana sesuai yang diterima pasien 
Tanggapan Responden Persentase 
Sangat Tidak Sesuai 0 0% 
Kurang Sesuai 0 0% 
Kadang-kadang tidak sesuai 0 0% 
Sesuai 26 86,7% 
Sangat Sesuai 4 13,3% 
JUMLAH (N) 30 100% 
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sehingga menimbulkan asas akuntabilitas yang cukup baik, dari rata-rata 
responden yang di wawancara sekaligus yang mengisi kuesioner 
menyatakan terdapatnya kesesuaian yang terima pasien terhadap produk 
pelayanan yang telah ditetapkan dengan yang diterima pasien. 
5. Penyediaan Sarana, Prasarana, dan/Atau Fasilitas di 
Puskesmas Kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar. 
Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan 
pelayanan, termaksud peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok 
rentan.  
Adapun hasil wawancara dari Drs. Asis :36  
 “Fasilitas menurut saya sudah lengkap tapi ada fasilitas yang tidak 
digunakan seperti ac terpajang namun tidak dinyalakan.” 
Adapun hasil wawancara dari Linda Sari :37  
 “kalau mengenai kelengkapan apalagi kelengkapan saat diperiksa 
membutuhkan alat khusus jika tidak terdapat di puskesmas ini maka 
pasien akan d rujuk ke RS yang menyediakan alat tersebut”. 
Adapun hasil wawancara dari Hamsinah :38 
 “Fasilitas dipuskesmas ini sekarang sudah banyak bertambah’ki 
dari sebelumnya karena dulu tidak selengkap ini apalagi kursi tunggunya 
sudah sangat bertambah karena dulunya masih banyak pasien yang 
berdiri.”  
                                                             
36 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 21 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
37 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 16 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
38 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 20 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
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Untuk mengetahui seberapa sesuai kelengkapan pelaksanaan 
standar pelayanan yang diterima pasien, maka pada kuesioner disajikan 
satu pertanyaan dan dari 30 responden diperoleh jawaban yang disajikan 
pada tabel berikut : 
Tabel 5 
Tanggapan responden mengenai kelengkapan fasilitas di Puskesmas 
Kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. 
Sumber : Olahan data primer (2017) 
Adapun tanggapan pasien mengenai kelengkapan pelaksanaan 
pelayanan di puskesmas kassi-kassi berdasarkan tabel 5 di atas 
menunjukan bahwa sekitar 83,3% tepatnya 25 orang pasien menyatakan 
lengkap dan  16,7% tepatnya 5 orang pasien menyatakan kelengkapan 
fasilitas di puskesmas kassi-kassi cukup lengkap fasilitas pelayanan. 
Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan tabel di atas 
menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan fasilitas dari tahun tahun 
sebelumnya telah meningkat sehingga dapat dikatakan pemberlakuan 
keseimbangan hak dan kewajiban terlaksana cukup baik. 
Tanggapan Responden Persentase 
Sangat Tidak Lengkap 0 0% 
Kurang Lengkap 0 0% 
Cukup Lengkap 5 16,7% 
Lengkap 25 83,3% 
Sangat Lengkap 0 0% 
JUMLAH (N) 30 100% 
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 Adapun gambar 3 salah satu sarana yang disediakan yaitu ruang 
tunggu yang memadai sebagai berikut : 
Gambar 3 
Salah satu fasilitas di puskesmas kassi-kassi 
 
 
 
 
  
  Sumber : gambar ruang Tunggu pasien 
6. Kompetensi Pelaksana 
Kompetensi pelaksana merupakan kemampuan yang harus dimiliki 
oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 
pengalaman.  
Adapun hasil wawancara dari Nureni:39 
“menurut saya mampu karena dokternya sudah berpendidikan dan 
tentunyakan sudah berpengalaman sebelumnya ” 
Untuk mengetahui seberapa mampu pelaksana melaksanaan 
standar pelayanan yang diterima pasien, maka pada kuesioner disajikan 
satu pertanyaan dan dari 30 responden diperoleh jawaban yang disajikan 
pada tabel berikut. 
                                                             
39 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 20 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
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Tabel 6 
 Tanggapan responden mengenai kemampuan pelaksana 
memberikan pelayanan di puskesmas kassi kassi 
 
Sumber:Olahan data primer (2017) 
 
 Adapun tanggapan pasien mengenai kemampuan pelaksanaan 
pelayanan di puskesmas kassi-kassi berdasarkan tabel 6 diatas 
menunjukan bahwa sekitar 6,7% tepatnya 2 orang pasien menyatakan 
sangat mampu, 90,0% tepatnya 27 orang menyatakan mampu dan 3,3% 
tepatnya 1 orang pasien menyatakan kemampuan pelaksanaan 
pelayanan di puskesmas kassi-kassi cukup mampu. 
Adapun hasil wawancara dari Juhedah :40 
 “menurut saya sopan dan ramah karena tersenyum saat 
memberikan pelayanan tadi” 
 
                                                             
40 Pasien di puskesmas (Responden) tanggal 16 maret 2017 di ruang tunggu Puskesmas kassi kassi  
Tanggapan Responden Persentase 
Sangat Tidak Mampu 0 0% 
Kurang Mampu 0 0% 
Cukup Mampu 1 3,3% 
Mampu 27 90,0% 
Sangat Mampu 2 6,7% 
JUMLAH (N) 30 100% 
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Untuk mengetahui sikap pelaksana pelayanan yang diterima pasien, 
maka pada kuesioner disajikan satu pertanyaan dan dari 30 responden 
diperoleh jawaban yang disajikan pada tabel berikut: 
 
Tabel 7 
Tanggapan responden mengenai sikap pelaksana pelayanan 
dipuskesmas kassi-kassi 
Sumber:Olahan data primer (2017) 
Adapun tanggapan pasien mengenai kesopanan dan keramahan 
petugas dalam pelaksanaan pelayanan di puskesmas kassi-kassi 
berdasarkan tabel 7 diatas menunjukan bahwa sekitar 23,3% tepatnya 7 
orang pasien menyatakan cukup sopan dan ramah, 73,3% tepatnya 22 
orang menyatakan sopan dan ramah dan 3,3% tepatnya 1 orang pasien 
menyatakan sangat sopan dan sangat ramah.  
Berdasarkan hasil wawancara dan tabel diatas menunjukan tingkat 
kepercayaan pasien terhadap pelaksana pelayanan di puskesmas kassi 
kassi sangat tinggi dinilai dari pendidikan, pengalaman pasien, keramahan 
Tanggapan Responden Persentase 
Sangat Tidak Sopan dan Ramah 0 0% 
Kurang Sopan dan Ramah 0 0% 
Cukup Sopan dan Ramah 7 23,3% 
Sopan dan Ramah 22 73,3% 
Sangat Sopan dan Ramah 1 3,3% 
JUMLAH (N) 30 100% 
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serta kesopanan pelaksana pelayanan yang diberikan pasien, jadi dapat 
dikatakan bahwa pemberlakuan asas profesionalan telah terlaksana 
dengan cukup baik. 
7. Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan 
Penanganan pengaduan, saran dan masukan merupakan Tata cara 
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
Adapun hasil wawancara dari Wahyudi, S.E :41 
“Penanganan pengaduan bisa langsung ke Ruang Pengaduan 
(Kasubag Tata Usaha/Kepala Puskesmas Kassi-Kassi)di jl Tamalate 1 No. 
43 Makassar, Melalui telepon kantor (0411) 863356 atau (0411) 8213478, 
melalui telepon/HP : 085299919330 atau 08163490455, Melalui Email : 
puskesmaskassikassi@gmail.com atau melalui Kotak saran dan masukan 
sesuai yang telah di tetapkan di standar pelayanan puskesmas Kassi-
Kassi” 
Adapun hasil wawancara dari Syamsiah :42 
. “Terkait pengaduan cukup memuaskan karena telah terdapat kotak 
saran dan masukan yang disediakan” 
 
 Dengan demikian peneliti dapat simpulkan bahwa pemberlakuan 
asas partisipatif  sudah cukup baik karena dapat dikatakan penyelenggara 
pelayanan memperhatikan pula peran serta masyarakat untuk kebutuhan, 
aspirasi dan harapan masyarakat, sebagai acuan agar pelaksanaan 
pelayanan puskesmas kassi-kassi dapat selalu memberikan yang terbaik. 
                                                             
41 KA. Sub. Bagia Tata Usaha tanggal 15 maret 2017 di ruangan KA. Sub. Tata usaha Puskesmas 
kassi kassi  
42 Pasien puskesmas kassi-kassi (responden) tanggal 20 maret 2017 di ruang tunggu usaha 
Puskesmas kassi kassi  
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 Adapun gambar 4 salah satu tempat pengaduan yang disediakan 
puskesmas kassi-kassi : 
 
Gambar 4 
Kotak saran salah satu tempat pengaduan di puskesmas kassi-kassi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Puskesmas kassi-kassi 
8. Jaminan Pelayanan Yang Memberikan Kepastian 
Pelayanan Yang Dilaksanakan Sesuai Dengan Standar 
Pelayanan. 
Pelaksanaan jaminan kesanggupan pelayanan yang di berikan 
sesuai yang di atur dala Undang Undang 25 tahun 2009 Pasal 22 terkait 
Maklumat pelayanan, maka Puskesmas Kassi-Kassi telah memiliki 
Maklumat yang berbunyi :Dengan ini kami menyatakan sanggup 
menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah di 
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terapkan dan apabila kami tidak menepati janji layanan(memberikan 
pelayanan secara profesional dan sepenuh hati) tegurlah dan laporkan ke 
unit pengaduan. 
9. Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan Dalam 
Bentuk Komitmen Untuk Memberikan Rasa Aman, Bebas 
Dari Bahaya, Dan Resiko Rasa Keragu-Raguan. 
Adapun komitmen bersama di puskesmas kassi kassi berbunyi : 
Kami karyawan dan karyawati Puskesmas kassi kassi berkomitmen untuk 
meningkatkan mutu dan kinerja puskesmas. 
B. Faktor Mempengaruhi Pelaksanaan Standar Pelayanan Rawat 
Jalan Yang Di Terima Pasien Di Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan 
Rappocini Kota Makassar. 
Dari hasil pengamatan peneliti secara langsung di puskesmas kassi-
kassi adapun yang menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
standar pelayanan rawat jalan yang diterima pasien sebagai berikut : 
1. Faktor Penghambat pelaksanaan standar pelayanan yang 
diterima pasien. 
Berdasarkan pengamatan secara langsung peneliti yang dapat 
menjadi penghambat pelaksana standar pelayanan yaitu apabila pasien 
yang datang ke puskesmas tidak membawa salah satu persyaratan yang 
telah di tetapkan pada standar pelayanan maka pasien berkewajiban 
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membayar biaya yang berlaku umum yang seharusnya pasien bisa saja 
mendapatkan pelayanan tanpa harus mengeluarkan biaya seperti yang di 
tetapkan dalam standar pelayanan di puskesmas kassi-kasi, serta apabila 
pasien tidak memahami prosedur padahal sudah terpajang di dinding 
prosedur yang harus dilalui sesuai jenis pelayanan yang akan dilalui 
pasien sehingga membuat pasien kebingungan sendiri padahal telah 
ditetapkan prosedur standar pelayanan di puskesmas kassi-kassi. Serta 
terdapat pula pasien yang seharusnya melakukan pengaduan ketika 
merasa terdapat kekurangan dalam pelayanan malah tidak melakukan 
pengaduan lebih memendam, yang seharusnya ketika pasien mengalami 
pelayanan yang kurang setidaknya pasien menulis saran atau masukan di 
kotak saran atau langsung saja ke tempat pengaduan yang di sediakan di 
puskesmas kassi-kassi. 
2. Faktor Pendukung pelaksanaan standar pelayanan yang 
diterima pasien. 
Berdasarkan pengamatan secara langsung peneliti yang dapat 
menjadi pendukung pelaksana standar pelayanan yaitu pihak pelaksana 
pelayanan telah memajang prosedur yang harus dilalui pasien sehingga 
ketika pasien kebingungan terkait prosedur maka pasien bisa langsung 
melihat dialur pelayanan di puskesmas kassi-kassi tersebut. Serta sudah 
terdapatnya beberapa kursi yang memadai di ruang tunggu sehingga 
membuat pasien tidak harus berdiri menunggu proses pelayanannya dan 
telah terdapat pula lift agar mempermudah pasien untuk naik ke lantai 
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atas tanpa harus naik  melalui tangga. Serta telah tersedianya kotak saran  
untuk pasien yang mau melakukan saran ataupun masukan di puskesmas 
kassi-kassi.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Puskesmas kassi-
kassi tentang pelaksanaan pelayanan publik di Puskesmas Kassi-Kassi 
Kecamatan Rappocini Kota Makassar dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 
publik telah ditetapkan bahwa penyelenggara berkewajiban 
menyusun dan menetapkan standar pelayanan, untuk itu kepala 
puskesmas menerbitkan surat keputusan kepala puskesmas nomor 
:21/PKM/RSP,VI-KK/II/2016 tentang Standar Pelayanan rawat jalan  
di Puskesmas Kassi-Kassi. Pelaksanaan standar pelayanan rawat 
jalan yang di terima pasien di puskesmas kassi-kassi Kecamatan 
Rappocini Kota Makassar terkait penyelenggaraan pelayanan 
publik dapat dikatakan telah terlaksana dengan cukup baik sesuai 
dengan yang telah ditentukan dalam Bab V Undang-Undang No. 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terkait penyelenggaraan 
pelayanan publik,  
2. Dalam pelaksanaan standar pelayanan rawat jalan yang di terima 
pasien di puskesmas kassi-kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar terdapat beberapa faktor penghambat dan faktor 
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pendukung terlaksananya standar pelayanan yang telah di tetapkan 
adapun faktor penghambat yang ditemukan peneliti yaitu terkait 
persyaratan yang tidak terpenuhi, pemahaman pasien terkait 
prosedur, serta pasien kurang pemanfaatan kotak saran yang telah 
disediakan. Adapun faktor pendukung pelaksana standar 
pelayanan yaitu keterbukaan alur pelayanan yang ditetapkan, 
ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka, peneliti 
menyarankan sebagai berikut: 
1. Diharapkan agar kiranya pelaksanaan standar pelayanan yang 
diterima pasien di Puskesmas Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota 
Makassar agar dipertahankan sehingga kedepannya dapat menjadi 
salah satu puskesmas percontohan di kota makassar. 
2. Diharapkan agar kiranya pasien lebih memperhatikan standar 
pelayanan yang telah ditetapkan di puskesmas kassi kassi Kecamatan 
Rappocini Kota Makassar agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan 
dengan baik. 
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